
 
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
NOMOR 74/Permentan/OT.140/12/2012 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN LUAR NEGERI  

DAN HIBAH KEMENTERIAN PERTANIAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PERTANIAN, 
 
Menimbang :  a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

57/Permentan/OT.140/9/2010 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan 
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; 

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan 
pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah telah ditetapkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan 
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 

c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar pelaksanaan 
pengelolaan pinjaman luar negeri dan hibah di Kementerian Pertanian 
berjalan dengan baik, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2010; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan (Lembaran 

Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4279); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 



 
 
 
 
 
 
 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5216); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara 
Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4353); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang  Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4663); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

14. Peraturan  Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor  4816); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5202); 

17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 
2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto 
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Nomor 4418); 



 
 
 
 
 
 
 

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah  jis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012; 

19. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabinet Indonesia Bersatu II; 

20. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 
Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);  

21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas 
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 
92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang 
Pengelolaan Rekening Pemerintah; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang 
Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga 
Rekening Milik Kementerian Keuangan/Lembaga/Kantor/Satuan 
Kerja; 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan 
Akun Standar; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan 
Pemindahtanganan Barang  Milik Negara; 

26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang 
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/09/M.PAN/5/2009 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata 
Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara 
Tahun 2011 Nomor 575); 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang 
Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 
763); 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata 
Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada 
Pemerintah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 853); 



 
 
 
 
 
 
 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang 
Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 861); 

34. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, 
Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari 
Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; 

35. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

36. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4527/Kpts/ OT.160/11/2011 
tentang Penetapan Pusat Kerjasama Luar Negeri sebagai Koordinator 
Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Kementerian Pertanian; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH 
KEMENTERIAN PERTANIAN.   

 
 

Pasal 1 
 

Pedoman Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Kementerian Pertanian seperti 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 
Pasal 2 

 
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam 
perencanaan, pengelolaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan 
pinjaman luar negeri dan hibah di Kementerian Pertanian. 

Pasal 3 
 

Untuk mengkoordinasikan pinjaman luar negeri dan hibah lingkup Kementerian Pertanian, 
dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Pusat Kerja sama Luar Negeri, Sekretariat 
Jenderal. 
 

 
Pasal 4 

 
Setiap Eselon I yang mengelola pinjaman luar negeri dan hibah agar membentuk unit khusus 
untuk mengkoordinasikan kegiatan pinjaman luar negeri dan hibah pada unit eselon I yang 
bersangkutan. 
 

Pasal 5 
 

Pejabat Eselon I wajib melaporkan hasil pelaksanaan pinjaman luar negeri dan hibah 
Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



 
 
 
 
 
 
 

Pasal 6 
 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sampai dengan Pasal 5 dibebankan pada anggaran unit kerja Eselon I masing-masing sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
 

 
Pasal 7 

 
Pada saat Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
57/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar 
Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 8 

 
Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 
Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

      
Ditetapkan di Jakarta 

     pada tanggal 19 Desember 2012 
 
     MENTERI PERTANIAN, 
 
            ttd. 
 

SUSWONO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Desember 2012 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
              REPUBLIK INDONESIA,  
 
                              ttd. 
 

        AMIR SYAMSUDIN 
   

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1297 


